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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (s\a s\ es (dengantitik di atas ث
 Jim J Je ج
 (h}a h} ha (dengantitik di bawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 dal D De د
 (z\al z\ zet (dengantitik di atas ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy esdan ye ش
 (s}ad s} es (dengantitik di bawah ص
 (d}ad d} de (dengantitik di bawah ض
 (t}a t} te (dengantitik di bawah ط
 (z}a z} zet (dengantitik di bawah ظ
 ain ‘ Apostrofterbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ھـ
 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 






Vokabahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal 
tunggalataumonoftongdan vocal rangkapataudiftong. 





Vokalrangkapbahasa Arab yang lambang 





 َ9ْَ : kaifa 
 haula : ھZَْلَ 
3. Maddah 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Contoh: 
 HOَ : ma>taتَ 
Oََر : rama> 
 َa9ِْ :qi>la 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 






























a dan garis di atas 
kasrahdanya>’ i> idangaris di atas 





 Zْ?َُf : yamu>tuتُ 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 raud}ah al-at}fa>l: َرْوَ¢¡ ُ ا َْطHَSلِ 
َ?QfْDَِ¡ ُ اَْ>a¢ِHَSَ اَ>ْ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
¡?َ£ْFِ<َْا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( ـّـ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َHQَّBَر : rabbana> 
 َHQ9ْ َّ¤َT : najjaina> 
 ّ¥Fَ<َْا : al-h}aqq 
 َ8 ِّ[ُT : nu“ima 
 DُIَ : ‘aduwwunوٌّ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــِـّ )
Contoh: 




 ٌّB;َIَ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam 
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 
kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُ§?َّْ̈  (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَ>
¡َ<©َ<ْ  (al-zalzalah (az-zalzalah : اَ>©َّ
¡َSAَmَْS<َْا : al-falsafah 
 al-bila>du : اَْ>cnَدُ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 Oُْªَ« : ta’muru>naُ;ْونَ 
 ‘al-nau : اَ>ZَّْQعُ 
 Vَ : syai’unْ­ءٌ 
 umirtu : أOُِْ;تُ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 
sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 
dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-
Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 




Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
   di>nulla>h   ِXHِB billa>h ِدfُْ< هللاِ 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
d 8ِْْ­ َرْ:َ?ِ¡ هللاِ ھُ  hum fi> rah}matilla>h 
10. HurufKapital 
Walausistemtulisan Arab tidakmengenalhurufkapital (All Caps), 
dalamtransliterasinyahuruf-huruftersebutdikenaiketentuantentangpenggunaanhuruf capital 
berdasarkanpedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Hurufkapital, misalnya, 
digunakan untukmenuliskanhurufawalnamadiri (orang, tempat, bulan) 
danhurufpertamapadapermulaankalimat. Bilanamadirididahuluioleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulisdenganhuruf capital tetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhurufawal 
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 
teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 
Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 
SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 














Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
Cet. = Cetakan 
t.p. = Tanpa penerbit 
t.t. = Tanpa tempat 
t.th. = Tanpa tahun 
t.d = Tanpa data 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 
h. = Halaman 
ra. = Radiallahu’anhu/Radiallahu’anha. 
 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 
Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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 Skripsi ini membahas tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap 
Pengelolaan Sumberdaya Alam”.Pokok masalah tersebut kemudian penulis 
jabarkan dalam beberapa subtema atau pertanyaan penelitian, yaitu:1) Bagaimana 
kebijakan pemerintah daerah terhadap tambang pasir illegal di Desa Tamalatea 
Kec. Manuju Kab. Gowa? 2) Apa yang menyebabkan terjadinya tambang pasir 
illegal di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa?. 
 Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan 
wawancara dan observasi kepada beberapa responden, serta melakukan analisis 
dokumentasi yang ada. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten 
Gowa dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Inspektur Pertambangan 
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerja 
Tambang, dan Masyarakat setempat. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi regulasi Pemerintah daerah 
Kabupaten Gowa dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun 
pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan adalah pemberian 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), melakukan 
pembinaan, serta melakukan pengawasan usaha pertambangan. Sementara dari 
sisi program, Pemerintah daerah melakukan program terkait pencegahan 
pertambangan illegal yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang 
pertambangan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan 
Sumberdaya Mineral Provinsi SulawesiSelatan adalah dengan mengadakan 
sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Kemudian untuk Pemerintah 
daerah agar kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatasi pertambangan illegal 
yang menghasilkan program kerja yang dibentuk oleh Dinas Energi Sumberdaya 
Mineral harus lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah 








A. Latar belakang 
Negara Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya alam yang 
sangat melimpah. Berbagai potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya 
pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pada sektor pertanian Indonesia 
memiliki banyak komoditas pertanian yang berorientasi ekspor, sementara pada 
sektor pertambangan indonesia memiliki minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, 
pasir, dan lain-lain. Kesemua potensi yang dimiliki digunakan untuk kemakmuran 
bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia. 
Pembangunan merupakan upaya  secara sadar dan direncanakan untuk 
mengarah pada perubahan yang lebih baik. Pembangunan dikatakan berhasil 
apabila melibatkan seluruh stakeholder untuk bersama-sama terlibat dalam 
kegiatan pembangunan. Pembangunan tidak selalu diarahkan pada pembangunan 
sektor tertentu saja akan tetapi meliputi seluruh sektor, sehingga hasilyang 
diperoleh dari sebuah pembangunan akan berkesinambungan. Pada masa orde 
baru secara subtansial pembangunan desa cenderung di lakukan secara seragam 
atau penyeragaman oleh pemerintah pusat program pembangunan ini lebih 






mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana dan 
pembinaan dan pengawasan.1 
Kebijakan pembangunan ekonomi yang tedapat pada negara maju, 
umumnya dilakukan dengan pembangunan pada seluruh sektor seperti 
pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Sektor tersebut sebetulnya 
berkaitan dan terintegrasi satu sama lain, pembangunan ekonomi memrlukan 
perencanaan politik serta mempertimbangkan dampak sosial. 
Sementara dalam aspek lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto bahwa 
lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada 
dalam ruang kita menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau 
ruang lingkup lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya 
melainkan juga meliputi ruang angkasa aspek fungsi kelestarian natural capital 
juga sangat diperhartikan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting 
pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi 
yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu 
(vesten interest) dari keuntungan semata (rent seeking).Demikianlah, hasil-hasil 
pembangunan oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas 
ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek 
spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di 
atas2 
 
Pembangunan merupakan suatu peroses perubahan disegala bidang 
kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana 
tertentu.Dalam hal ini pembangunan pada sektor pertambangan. Indistri 
pertambangan merupakan industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk 
mendatangkan devisa dan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Kegiatan 
pertambangan ini meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan atau pemurnian, 
pengangkutan mineral atau bahan tambang.3 
 
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat 
berkontribusi besar terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor 
                                                          
1 Azwardi Sukanto,Ekonomi pembangunan,jurnal of economics and development,Vol.12, 
No, 1 juni,(2014), h. 29-41. 
2 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan hidup dan pembangunan,(Jakarta; Djmbatan, 
1994), h. 8 
3Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan,(Jakarta: Gramedia 






pertambangan merupakan sektor primer yang dapat menyerap banyak tenaga 
kerja. Salah satu potensi pertambangan yang banyak dijumpai di desa-desa adalah 
tambang galian C (pasir, dll). Keberadaan tambang galian C sendiri adalah salah 
satu bentuk usaha masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya.  
Keberadaan tambang galian C sendiri, selain memberikan dampakpositif 
kepada masyarakat juga memberikan dampak negatif. Sebagai contoh kerusakan 
sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun 
sebaran wilayahnya.Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya 
eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri, bukan hanya dalam kawasan 
produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga 
terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya.4 
Kerusakan lingkungan karena eksploitasi pasir di sungai memberikan 
dampak pada kehidupan manusia dan alam. Jumlah penduduk yang terus 
meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya 
sebagian petani atau petambak beralih menjadi penambang bahan galian C (pasir) 
tanpa memperhatikan konservasi lahan pertambangan selain mendatangkan devisa 
dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. 
Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya 
karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain 
merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan 
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pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas 
instansi yang terkait.5 
Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan 
mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian 
diganti dengan keberadaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batu bara. Kedua Undang-undang tersebut sama-
sama mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem 
pengelolaannya.Penggolongan bahan galian dalam UU No. 4 Tahun 2009 
diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan 
mineral dan pertambangan batubara.Pertambangan mineral digolongkan 
menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, 
mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.6 
 
Seiring datangnya era otonomi daerah yang kemudian diterapkanya Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka setiap 
daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahanya 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Maka pemerintah 
daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang 
dimiliki daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena 
otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan 
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, 
dinamis dan bertanggung jawab.7 
 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya 
pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan 
pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara.8 
                                                          
5Yudhistira, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir, 
Jurnal Ilmu Lingkungan, (Vol 9, No,2 Oktober, 2011), h. 76-84 
6Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, h. 1-2. 
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, h. 1. 







 Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, kegiatan 
pertambangan tanpa izinillegal tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya 
terhitung banyaknya kasus yang ditangani pengadilan negeri Sungguminasa 
terkait masalah pertambangan pasir ilegal tanpa izin usaha pertambangan (IUP) 
atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yakni adanya faktor korelatif 
penyebab utama sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Gowa 
menjadi salah satu pusat produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan, 
dan tanah timbunan serta bahan bangunan (chipping)/seplit, yang mencakup 
wilayah Kecamatan, Pallangga, Bontomarannu, Bajeng, Bontonompo, dan 
Manuju. Hukum Pertambangan di Indonesia  beberapa daerah seperti Kota 
Makassar dan Kabupaten Takalar serta beberapa pulau di sekitarnya, sejak adanya 
tambang ilegal itu, kegiatan pertanian masyarakat semaki menurun. Tidak sebatas 
itu, masyarakat mengaku resah dan khawatir dengan ancaman kerusakan dari 
dampak tambang akan semakin parah. Adapun fakta alasan penolakan masyarakat 
terhadap aktivitas penambangan pasir ini yakni, sejak dimulainya penambangan 
tidak ada informasi dan bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat mulai dari 
perencanaan hingga terlaksananya aktivitas penambangan.9 
 Kedua, aktivitas penambangan pasir tersebut tidak memilik dokumen 
upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup (UKL) yang menjadi syarat terbitnya izin lingkungan berdasarkan UU 
No.32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup (PPLH). Empat 
titik lokasi penambangan pasir di Desa Pallangga, Bontomarannu, Bajeng, 
                                                          






Bontonompo, dan Manuju justru berada lahan persawahan, kebun dan tambak 
milik masyarakat sehingga merusak lahan yang masih produktif dan mata air 
disekitar lokasi pertambangan yang akan berakibat pada menurunnya hasil 
produksi pertanian dan pertanian, padahal masyarakat Desa Pallangga, 
Bontomarannu, Bajeng, Bontonompo, dan Manuju mayoritas bekerja sebagai 
petani yang sumber penghidupannya bergantung pada hasil pertanian dan 
perkebunan,” jelasnya. Selain itu, jarak lokasi galian tambang dengan pemukiman 
masyarakat kurang dari 300 Meter. Bahkan satu titik lokasi galian tepat berada 
Desa Tamalate Kecematan Manuju, mobil truk pengangkut pasir hasil galian yang 
beroperasi 24 jam setiap harinya telah merusak infrastruktur jalan desa dan 
merusaknya kualitas udara masyarakat dan terjadinya banjir akibat penggalian 
yang terus menerus dan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar 
penambangan yang dekat dengan pemukiman warga, hal tersebut telah melanggar 
pasal 69 ayat 1 UU No.32 tahun 2009 tentang tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan hidup (PPLH) yang berbunyi: Setiap orang dilarang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup.10 
Dalam Islam terdapat beberapa kriteria mengenai pemimpin. Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala. berfirman dalam Q.S Shad/38: 26. 
HَّTَِداُووُد إ Hَf  gََو ِّ¥Fَ<ْHِB ِسHَّQ<9ََْ< اB 8£ُ:ْHَd اْ َْرِض ­ِd ً¡َS9ِm¶َ َكHَQmْ[َ·َ
 8ُْeَ< ِ ِ إZُّmbَِf >َf¹َِّ<HَّTَِن aِ9ِnNَ >Iَ هللاَّ »َ^ºِnَِّ اْ>Zََeى aِ9ِnNَ >Iَ pََّmbُِ9َd هللاَّ
 ِB DٌfDِVَ ¹َاٌبIَ ِبHAَFِ<َْم اZَْf اZAَُT H?َ 
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Wahai Dawud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di 
di bumi,maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan 
engkau dari jalan Allah. Sungguhn orang-orang yang sesat dari jalan Allah 
akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan.11 
Sebagian ahli tafsir berkata bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
memerintahkan Nabi Daud a.s,Setelah mendapatpengalaman berharga dari Allah 
swt.Mengangkat Daud sebagai khalifah,Allah berfirman; hai daud sesungguhnya 
kami telah menjadikanmu khalifah,yakni penguasa di muka bumi,yaitu di bait al-
Maqdis, maka putuskanlah semua persoalan yang engkau hadapi di antara 
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu antara lain 
dengan tergesa-gesa menjatuhkan putusan sebelum mendengar semua pihak 
sebagaimana yang engkau lakukan dengan kedua pihak yang berperkara tentang 
kambing itu karena, jika engkau mengikuti nafsu, apapun dan yang bersumber 
dari siapa pun, baik dirimu maupun mengikuti nafsu orang lain maka ia, yakni 
nafsu itu, akan menyesatkanmu dari jalan Allah.Sesungguhnya orang-orang yang 
terus-menerus hingga tiba ajalnya sesat dari jalan Allah akan mendapat siksa yang 
berat akibat kesesatan mereka itu, sedang kesesatan itu sendiri adalah karena 
mereka melupakan hari perhitungan. Kata khalifah pada mulanya berarti yang 
menggantikan atau yang dating sesudah siapa yang dating sebelumnya.Pada masa 
Nabi Daud a.s. Terjadi peperangan antara dua penguasa besar, Thalut dan Jalut, 
Daud a.s adalah salah seorang anggota pasukan Thalut, kepandaiannya 
menggunakan ketapel mengantarnya berhasil membunuh jalur dan, setelah 
                                                          







keberhasilannya itu serta setelah meninggalnya Thalut, Allah mengangkatnya 
sebagai Khalifah menggantikan Thalut.12 
Salah satu desa yang ada di Sulawesi Selatan memiliki potensi 
pertambangan yang potensial yaitu Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 
Kabupaten Gowa yang sekaligus merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan 
yang menjadi penghasil bahan tambang galian C (pasir). Pekerjaan menambang 
pasir secara ilegal sudah menjadi pekerjaan beberapa kelompok masyarakat di 
tengah pertumbuhan dan persaingan ekonomi daerah. 
Pelaku bisnis selalu berorientasi ekonomi, artinya berusaha memperoleh 
keuntungan semaksimal mungkin dengan modal yang terbatas.Pandangan seperti 
itu memiliki resiko besar dan menyebabkan dampak yang berujung penurunan 
tingkat kualitas lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam harus tetap 
diperhatikan asas konservasinya, namun tidak hanya cukup dengan menyebut 
pengelolaan konservasi tetapi menjadi pengelolaan bisnis konservasi.13 
Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi meningkatnya kegiatan 
penambangan pasir dan batu, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat 
pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.  Dampak terhadap 
faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi tingkat kualitas air, 
kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat 
penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan 
maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya 
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pepohonan, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan 
sebagainya. Akibat dari itu, muncul kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 
ulah manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS.Ar-Rum/30: 41-42. 
 َnAََ H?َِB ;ِFَۡn<َۡوٱ ِّ;َn<ۡٱ ­ِd ُدHAََS<ۡٱ ;ََeَظ ½ۡ  ۡfَأHَّQ<ي ٱDِ ۡ[َB 8ُeَ¾f¹ُِ9ِ< ِس ¿َ
 ْا dِ­ ٱۡ َۡرِض dَٱÂTُُ;واْ 9Nُِ;وaُۡ ٤١ٱ>¹َِّي Zُm?ِIَْا >ََ]Z[ُ·ِ;َۡf 8ُۡeَّmَن 
¾nَِ¡ُ ٱ>Hَ ۚaُnَۡ >Oِ >َf¹ََِّن أَۡ  ٰIَ َنHَ َ9ۡَ َÆ8ُھ;ُ  ِ;ِ ۡ̈ ُّO َ>9  
Terjemahnya:  
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia : Allah menghendaki agar mereka sebagian sebagian dari  
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar).Katakanlah (Muhammad): Bepergianlah di bumi dan lalu lihatlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari 
merekaadalah  orang-orang yang mempersekutukan (Allah).14 
 Ibn’Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari 
penafsiran yang sempit hingga yang luas.Makna terakhir yang di kemukakannya 
adalah bahwa alam raya telah di ciptakan oleh Allah dalam satu sistem yang 
sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia.Tetapi, mereka melakukan 
kegiatan buruk yang merusak sehingga terjadi kepincangan dan 
ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.Ayat di atas memiliki hubungan yang 
cukup serasi dengan ayat sebelumnya.Dia yang menganugerahkan kepada kamu 
aneka potensi jasmani,akal dan ruhani kemudian yang lebih utama lagi, setelah 
menghadirkan kamu di pentas bumi, Dia memberi kamu rezeki sehingga kamu 
dapat hidup kemudian, Dia menghidupkan kamu kembali di alam Barzakh,lalu 
kealam ukhrawi untuk menerima balasan dan ganjaran itulah ciptaan dan 
pengaturan Allah beritahulah aku, adakah di antara sekutu-kutu kamu yakni 
                                                          







berhala-hala atau apa dan siapa saja kamu jadikan sekutu-kutu bagi Allah,yang 
dapat berbuat sesuatu walau sekelumit dari apa yang di lakukan Allah yang 
demikian hebat dan agung itu mahasucilah dia dan mahatinggi dari apa yang 
mereka persekutukan.15 
Peningkatan aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak 
negatif terutama permasalahan sosial dan lingkungan. Seringkali ditemukan 
aktivitas penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak 
yang seringkali ditimbulkan adalah kerusakan yang berdampak pada 
terhambatnya aktivitas sosial terutama yang berada pada wilayah penambangan 
tersebut. 
Peningkatan usaha pertambangan pasir dimaksudkan untuk penggunaan 
sumber daya alam untuk menyokong pembangunan  dalam lingkungan 
hidup masyarakat. Pembangunan ini merupakan proses dinamis yang 
terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi 
seluruh bagian kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa pada era 
pembangunan dewasa ini, sumber daya alam harus di kembangkan 
semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan 
seefisien mungkin.Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap 
lingkungan perlu diperhitungkan, itulah sebabnya dalam setiap usaha 
pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga kelestarian 
lingkungan perlu diperhitungkan.Sedapat mungkin tidak memberatkan 
kepentingan masyarakat umum sebagai konsumen dari hasil pembangunan 
tersebut16. 
 
Kecamatan Manuju merupakan wilayah yang mempunyai sumber daya 
alam yang cukup besar dan merupakan tempat berdomisilinya 
penduduk.Fenomena ini, memberikan implikasi kepada segala bidang kehidupan 
pedesaan dan salah satu diantaranya adalah implikasi terhadap pengawasan 
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pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkhusus pada 
penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Manuju. 
Secara umum, faktor yang mempengaruhi munculnya keberadaan tambang 
pasir ilegal disebabkan karena dua hal, faktor pertama adanya kepentingan 
kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang ilegal. 
Hal ini yang mengakibatkan banyaknya kelompok masyarakat memilih pekerjaan 
tambang pasir ilegal sebab dengan pekerjaan mereka dianggap mampu 
memberikan biaya tambahan bagi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus 
memperhatikan efek dari proses penggalian tersebut, mereka sadar pekerjaan 
mereka dapat membahayakan dirinya dan lingkungannya namun mereka tak 
memiliki pilihan lain selain pekerjaan mereka dalam membiayai kebutuhan 
keluarga mereka, mereka juga sadar akan resiko tambang pasir illegal hanya saja 
mereka tak memiliki pekerjaan lain selain dari ini mereka memilih pekerjaan 
selain bercocok tanam karena mereka menganggap kurangnya modal yang mereka 
miliki, maka dari itu jika pemerintah melarang tentunya mereka menyediakan 
lapangan pekerjaan yang lebih layak atau bantuan modal usaha yang bisa 
dikelolah untuk mendapatkan penghasilan. Faktor kedua adalah adanya pemburu 
rente, dalam teori ekonomi politik rent seeking, penambangan pasir disini 
merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk 
memperoleh keuntungan dari penambangan pasir ini. Pasir  yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi 
kepentingannya mendapatkan suatu keuntungan. Pengusaha tambang melakukan 






dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari laba yang dihasilkan, sementara 
pemerintah sebagai  pihak yang berwenang disini bermain dalam proses perizinan 
proyek penambangan pasir besi di daerah tersebut, dengan alasan bahwa investasi 
penambangan pasir besi ini akan menambah PAD bagi kas pemerintah. 
Permasalahan tambang pasir illegal yang dihadapi pemerintah Desa 
Tamalatea Kabupaten Gowa sampai saat ini belum terhenti oleh keberadaan 
Peraturan Daerah (Perda), keadaan itu tentunya sangat mempengaruhi 
pengelolaan sumber daya Lantas bagaimana langkah-langkah pengawasan 
Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait penambangan 
pasir secara illegal?  Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk 
memfokuskan penelitian pada  “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap 
Pengelolaan Sumber Daya Alam (studi kasus tambang pasir ilegal di Desa 
Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap tambang pasir ilegal di 
Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tambang pasir ilegal di Desa 








C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana kebijakan dantindakan 
Pemerintah Daerah terhadap tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea Kec. 
Manuju Kab. Gowa. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkanterjadinyatambang 
pasir ilegal di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu sosial pada umumnya serta Ilmu Politik pada 
khususnya mengenai kuasa dan modal dalam politik desa. Selain itu, hasil 
penelitian ini juga dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian 
sejenisnya. 
b. Manfaat Praktis: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan kuasa dan modal dalam politik 
desa. Selain itu, hasil  penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi 









D. Tinjauan Karya Terdahulu 
Tinjauan penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai dasar dalam 
penelitian yang dilakukan oleh penulis, tinjauan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini berasal dari sumber sekunder yaitu jurnal ilmiah yang relevan 
dengan penelitian ini: 
1. Penelitan yang dilakukan oleh Ardhitya Eka Chandra Prasetya dengan 
judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Eksploitasi Sumber 
Daya Air Permukaan Untuk Kepentingan Usaha Penjualan Air Bersih di 
Desa Keji Kabupaten Semarang”. Penelitian ini dilakukan dalam upaya 
untuk melakukan pengawasan pemanfaatan air permukaan yang terdapat 
di Desa Keji Kabupaten Semarang. Jenis pemanfaatan yang dilakukan 
adalah pengambilan air permukaan dari mata air yang terdapat di area 
Desa Keji yang kemudian dijual untuk pengisian truk rangki ataupun 
menjadi air galon. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah 
ada pada masa studi, pengumpulan data didapat dari hasil wawancara, 
kepustakaan dokumentasi dan sumber dari intansi terkait. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain 
yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh 
tentang situasi yang diteliti atau objek penelitian. Secara singkat tata cara 
analisis dalam penelitian ini adalah reduksi data, pengujian data, menarik 
kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa 






meter air dan penagihan retribusi, namun yang berjalan baik hanya proses 
penagihan retribusi pada pengawasan meter air tidak dilaksanakan dengan 
baik perbulannya. Hambatan yang ditemui dalam pengawasan 
pemnafaatan air adalah adanya pemanfaat yang tidak berijin, kondisi sosial 
masyarakat yang tidak ingin direpotkan dengan mengurus berkas-berkas 
perijinan serta terdapat pemanfaat air permukaan yang sulit untuk ditagih 
retribusinya.17 Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
penulis adalah fokus kepada tindakan apa yang telah dilakukan oleh 
pemerintah daerah yang bersifat teknis dalam upaya pengelolaan tambang 
pasir ilegal yang ada di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten 
Gowa. Sedangkan dalam penelitian ini fokus analisis pada pengawasan 
dalam pengelolaan sumberdaya alam. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati dengan judul “Kewenangan 
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan 
Batubara”. Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya 
kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada 
pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Penelitian ini merupakan 
penelitian normatif yang mencakup kegiatan memaparkan, 
menginterpretasi dan juga mengevaluasi keseluruhan regulasi yang 
berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan terjadinya 
kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan sekarang ini, kecil 
kemungkinan disebabkan karena persoalan regulasinya. Faktor yang 
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tampaknya lebih memiliki keterkaitan dengan kecenderungan kerusakan 
fungsi lingkungan tersebut ialah tentang cara pandang dalam memahami 
desentralisasi dan otonomi daerah, yang kemudian diorientasikan dalam 
berbagai keputusan dan kebijakan publik.18 Perbedaan penelitian yang 
akan dilakukan oleh penulis adalah fokus analisis pada tindakan 
pengelolaan tambang pasir ilegalyang bersifat tekhnis, sementara dalam 
penelitian ini lebih fokus pada evaluasi pengelolaan sumberdaya alam 
berdasarkan regulasi. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jauchar B dengan judul “Otonomi Daerah 
Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
menggambarkan pengelolaan sumber daya alam dalam era otonomi daerah 
dengan memfokuskan diri pada kewenangan pemerintah pada level 
Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan penelitian 
informan ditentukan dengan teknik purposive dengan mempertimbangkan 
kemampuan individu yang akan menjadi key informan dalam penelitian 
ini. Penelitian dilakukan dengan dengan melaksanakan observasi, 
wawancara mendalam, maupun FGD. Model analisis yang digunakan 
mengacu pada tiga langkah utama yaitu reduksi data, pengorganisasian 
data, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya 
posisi pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di 
Kalimantan Timur disebabkan karena lemahnya kewenangan yang 
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dimiliki oleh pemerintah Provinsi, pengelolaan sumberdaya alam lebih 
bertumpu di Kabupaten/Kota sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi tawar pemerintah 
Provinsi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan 
sumberdaya alam di wilayahnya.19Perbedaan penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis adalah fokus analisis pada tindakan pemerintah 
daerah dalam pengelolaan tambang pasir ilegal yang bersifat tekhnis, 
sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kewenangan antar 
pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah 
di dalam pengelolaan sumberdaya alam. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuralam dkk dengan judul “Pengawasan 
Pemerintah Daerah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C 
di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan 
pemerintah pada usaha penambangan bahan galian Golongan C di Desa 
Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian 
yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara 
maksimal sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya penambang yang 
tidak mendapat izin. Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu 
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sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat.20 Perbedaan dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus kepada tindakan 
apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat mikro 
dalam upaya pengelolaan tambang pasir ilegal yang ada di Desa Tamalatea 
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Sedangkan dalam penelitian ini 
fokus analisis pada pengawasan dalam hal regulasi dan perizinan dalam 
pengelolaan sumberdaya alam. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Iga Remisa dengan Judul “Kewenangan 
Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Pasir Tanpa Izin di 
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012”. 
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran 
terhadap fenomena sosial tertentu secara deskriptif, penelitian ini 
dikumpulkan dari informan penelitian dengan menggunakan wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana yang 
dibahas adalah permasalahan yang terjadi pada suatu instansi pemerintah 
dalam hal ini adalah mengenai penertiban izin penambangan pasir di 
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang telah 
terkumpul dalam data mentah akan dikelompokkan berdasarkan jenis 
kemudian diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kerja 
penertiban penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat telah diatur 
dalam peraturan daerah. Dengan adanya Perda tersebut maka masing-
masing pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan 
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baik. Selain itu, adanya ketetapan dalam perda tersebut memungkinkan 
dinas melakukan penertiban terhadap penambangan pasir ilegal sesuai 
dengan fungsi serta visi misi instansi.21 Perbedaan penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis adalah fokus analisis pada tindakan pengelolaan 
tambang pasir ilegal yang bersifat tekhnis, sementara dalam penelitian ini 
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Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam proses tambang pasir ilegal 
sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami, serta menjelaskan, 
maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup relevandengan judul 
penelitian.Maka dalam hal ini teori menjadi sebuah dasar penyelesaian sebuah 
masalah, akan lebih menarik lagi jika dipadukan dengan sebuah pendekatan 
sehingga terbentuklah kerangka penyelesaian yang metodologis. Adapun teori dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini : 
A. Tinjauan Islam Tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Pertambangan 
Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat 
pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi 
pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan 
ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi penegembangan 
kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama 
yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep 
pandangan tentang lingkungan hidup 
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia 






kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnyasebagaimana Firman Allah 
dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 164. 
ِت َوٱۡ َۡرِض  ٰZَ ٰ?َ َّA<ٱ ¥ِmۡ¶َ ­ِd َّإِن ­ِ ِ ٱ>aِ9َّۡ َوٱ>HَeَّQِر َوٱۡ>pِmُۡS ٱ>َّ̂ َٰmِ^¶َۡوٱ
Hٖٓء  َّO >Oِ ِٓءH?َ َّA<ٱ >َOِ ُ َّXَل ٱ©َTَأ ٓHOََس َوHَّQ<ٱ ºَُSQَf H?َِB ;ِFَۡn<ۡٱ ­ِd ي;ِ¤َۡ«
 ِf;ِÉَۡ«َو ¡َّٖBَدٓا ِّaُ >Oِ Hَe9ِd َّÊَBَو Hَeِ«ZۡOَ Dَ[َۡB ٱۡ َۡرَض _ِِB Hَ9:َۡªَd
Ëِ َوٱ> َٰf ٖ½ >ِّ¾Zَٖۡم Zُmِ¾[َۡfنَ ٱ>;ِّ َٰfٓ َ ِٓء َوٱۡ َۡرِضH?َ َّA<9ََۡ< ٱB ;ِ َّÌAَ?ُ<ِۡب ٱHFَ َّA  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air 
itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan dia sebarkan di bumi itu 
segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 
langit dan bumi ; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) 
bagi kaum yang memikirkan .22 
Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan 
kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, 
seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi 
kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang 
dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya 
sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang 
sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Maka perlu 
diteliti dengan cermat untuk memperoleh pengetahuan lengkap tentang kerumitan 
yang terdapat dalam lingkungan hidup, agar pengelolaan lingkungan hidup dapat 
dilaksanakan setepat mungkin. Dapat mempertahankan produktivitas, dapat 
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menghindarkan perusakan, dapat menjaga kelestarian demi generasi penerus yang 
akan mewarisi lingkungan hidup beserta aneka sumber dayanya.  
Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan 
kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah 
menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai 
pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah 
memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, 
menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang 
menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan 
keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran 
dan kesadaran sendiri. 
Kepedulian tentang lingkungan juga dapat dilihat dalam islam, hal ini 
dapat dilihat dalam salah satu Hadis Rasulullah S.A.W yang dijelaskan dalam 
kitab shahih Al-Bukhari. 
 >ْIَ Íٌ9ْ[َVُ HَT;ََn¶َِْن أH?ََ9<ْا ZُBَأ HَQَÎ َّD:ََل ْھ;ِ >©ُّ اHَ ِّ8ُِ أَ ي<HNَ ­ِT;ََn¶ْ ْB >ُ
ِ Iُ >ِBَْ?َ; َرِ¢َ­  ِ DِnْIَ >ْIَ هللاَّ ُ DِnْIَ هللاَّ ِ ºَ?ِNَ ُ_َّT َرZNُلَ H?َُeQْ أَ Iَ  هللاَّ  هللاَّ
ُ 9َْmIَِ_ َوZُ¾َf 8ََّmNَُل mُُُّ£8ْ رَ  ِِ_ ZُLAْ ِÑْHَdٌل Iَ َوOَ  اعٍ mÏََّ هللاَّ َّ̂9Iُِم ْ< َرHOَ
 ِd aُ·ُ ِِ_ َوا>;َّ َّ̂9Iَِر >ْIَ ٌلZُLAْOَ Zَُأَ َراٍع َوھ ­ ِmٌل ِ_ َراٍع وَ ْھZُLAْOَ Zَُھ
ِِ_ َواْ>َ?ْ;أَ  َّ̂9Iَِر >ْIَ َر Hَe·ِ9َِْ½ َزْوB ­ِd ُة ِIوَ 9َ¡ٌ ا ْAOَ ­َِھ >ْIَ ٌ¡َ<ZُL
Hَeِ َواْ>HÌَِدُم HOَ ­ِdِل Dِِّ9Nَِه َراعٍ وَ  َّ̂9Iَِر َZُھ ْAOَ  ْ>Iَ ٌلZُL َلHَ _ِِ َّ̂9Iَِر  
 ُ ِ mÏََّ هللاَّ nِ­َّ 8َ َوأَْ:ÍُAِ ا>Qَّ ِ_ َوAََd  َI ْ9َm َّmNَِ?ْ]ُ½ ھgَÓَُِء Oِْ< َرZNُِل هللاَّ
 َّmÏَ ِd aُ·ُ ُ 9َْmIَِ_ َوHَ 8ََّmNََل َوا>;َّ  عٍ َوھZُLAْOَ Zَُلٌ 9ِBِ_ َراHِل أَ ­ Oَ هللاَّ









Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 
kepada kami Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah bersabda:"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 
diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala 
Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas 
rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan 
diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri 
adalahpemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan 
diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang 
pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta 
pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia 
('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku mendengar 
semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki 
pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban 
atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 
diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.23 
Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa “Setiap kalian adalah pemimpin dan 
setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya” maka 
setiap orang akan mempertanggung jawabkan minimal apa yang telah dilakukan 
oleh dirinya sendiri, pun dalam hal pemanfaatan tanah miliknya akan dimintai 
pertanggung jawaban oleh Allah24 
2. Mencegah dan Mengatasi Kerusakan Lingkungan 
Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya 
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam pencegahan ini tidak hanya 
dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu 
sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma’ruf nahi mungkar adalah dua 
kata umum, yang pertama mencakup segala perbuatan yang faedah dan 
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barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat serta di dalamnya tidak ada 
paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan yang tersebut dalam Qur’an dan 
Sunnah adalah termasuk dalam pengertian kemungkaran. Firman Allah dalam Q.S 
Al-A’raf ayat 56. 
 ۡSُ« gَإِنَّ َو Hۚ[ً?ََوَط HdٗZۡ¶َ ُهZIَُوٱۡد HَeFِ َٰmÏِۡإ Dَ[َۡB ٱۡ َۡرِض ­ِd وْاDُAِ
 َ>9ِQAِFۡ?ُ<ۡٱ >َ ِّO Íٞf;َِ ِ َّXَرۡ:َ?َ½ ٱ 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.25 
 
Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW 
mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan 
penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya. 
“Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan meluruskan 
kepalanya tepat ke dalam neraka.” (HR. Abu Daud). “Barangsiapa di antara orang 
Islam yang menanam tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan 
menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan 
barangsiapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai 
hari Kiamat.” (HR. Muslim) 
Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan 
melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT 
berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 11. 
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Hَ ٱۡ َۡرِض ­ِd وْاDُAِSُۡ« gَ 8ُۡeَ< aَ9ِ نَ َوإَِذاZFُِmÉۡOُ >ُFَۡT H?ََّTِْا إZُٓ<  
Terjemahnya: 
Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan 
di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang 
yang mengadakan perbaikan". 
Keingkaran mereka disebabkan karena keserakahan mereka dan mereka 
mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah 
bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Allah SWT 
berfirmandalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 Dan 42  : 
 ¿َ[َۡB 8ُeَ¾f¹ُِ9ِ< ِسHَّQ<ي ٱDِfَۡأ ½َۡnAََ H?َِB ;ِFَۡn<َۡوٱ ِّ;َn<ۡٱ ­ِd ُدHAََS<ۡٱ ;ََeَظ
>¹َِّي Zُm?ِIَْا >ََ]Z[ُ·ِ;َۡf 8ُۡeَّmنَ ٱ  
Terjemahnya: 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).26 
¾nَِ¡ُ ٱ>Hَ ۚaُnَۡ >Oِ >َf¹ََِّن  ٰIَ َنHَ َ9ۡَ وْا;ُُÂTَٱd ٱۡ َۡرِض ­ِd 9ُ;وْاNِ aُۡ
 َ>9ِ;ِ ۡ̈ ُّO 8ُھ;َُÆَۡأ 
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari 
mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".27 
Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat 
lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat 
membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan 
manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan 
diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, 
pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah 
SWT dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat SDM 
handal antara lain SDM sadar akan lingkungan dan berpandangan holistis, sadar 
hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan. 
Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama 
manusia dan dengan Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107. 
 َ>9?َِm ٰ[َmِّۡ< ¡ٗ?َ:َۡر َّgِإ pَ َٰQmۡNَأَۡر ٓHOََو 
Terjemahnya: 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam.28 
B. Teori Kebijakan Publik 
Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 
government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance 
yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.Kebijakan pada intinya 
merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial 
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 
masyarakat atau warga negara.Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, 
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kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan 
kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.29 
 Robert Eyestone dalam bukunya The Threads of Publik Policy (1971) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai“hubungan antara unit pemerintah 
dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas 
untuk di pahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar 
scolar yang mempelajarinya. “hubungan antara unit pemerintah dengan 
lingkungannya” dapat meliputi hampir semua element dalam konteks negara. 
Padahal dalam lingkup real kebijakan publik yang nanti akan di bahas tidak selalu 
menggambarkan keluasan definisi Eyestene. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 
dalam prespektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai; keputusan 
tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku 
dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.30 
Eksploitasipertambangan yang dilakukan oleh perusahaan 
perusahaanpertambangan hanya dilakukan olehbeberapa perusahaan terkenal 
saja.Banyakperusahaan dalam skala kecil tidak mendapatkanizin dari pemerintah, 
sehingga dalam pengelolaantidak lagi mengenal kerusakan yang terjadi 
akibatpertambangan.Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaituketidakmampuan 
dan keengganan pemilik perusahaanmembayar beberapa iuran tetap daniuran 
lainnya kepada pemerintah kabupaten,pemberian izin tambang yang tidak merata 
kepadasetiap perusahaan dan semua hal ini mengakibatkanbanyak terjadinya 
kegiatan-kegiatanpenambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan 
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kecil di sekitar wilayah. Target dari implementasikebijakan pertambangan secara 
teknismemang sudah tercapai, yaitu adanya aturanyang jelas bagi perusahaan-
perusahaan yangakan melakukan kegiatan pertambangan, namunhasil dari 
implementasi kebijakan pertambanganini tidak optimal bagi masyarakat.Hal ini 
bisa dilihat dari belum adanya kontribusiyang langsung kepada masyarakat 
berupaadanya peningkatan perekonomian masyarakat.Hasil dari kebijakan 
pertambangan ini hanyaberdampak pada peningkatan harga jual tanah.Selain 
program kegiatan kebijakanpertambangan dan target yang harus dicapai, peran 
unsurpelaksana dalam keberhasilansebuah implementasi kebijakan juga sangat 
berpengaruh. 
C. Konsep Kepentingan  
 Salah satu bentuk usaha pertambangan yang dinyatakan legal di Indonesia 
adalah pertambangan yang dilakukan masyarakat melalui pertambangan skala 
kecil (Small Scale Mining), yang telah berjalan sejak tahun 1990, sebagai salah 
satu upaya  pemberdayaan usaha kecil/menengah dalam bentuk Badan Usaha 
Koperasi/KUD. Pemberdayaan usaha kecil/menengah dalam bentuk Badan Usaha 
Koperasi/KUD. Pertambangan Skala Kecil (PSK) diartikan sebagai operasi dan 
investasi pertambangan dimana investor maupun operatornya adalah rakyat kecil 
atau masyarakat secara bersama-sama (kolektif). Jadi, suatu operasi pertambangan 
yang secara fisik kecil, namun kalau dimiliki oleh pengusaha besar, maka 
pertambangan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai PSK.31 
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Eksploitasi terhadap sumberdaya alam merupakan pemanfaatan secara 
berlebihan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan 
kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan tersebut. Eksploitasi 
sumberdaya alam seringkali dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan 
untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. 
Hal ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat memilih pekerjaan 
tambang pasir illegal sebab dengan pekerjaan mereka dianggap mampu 
memberikan biaya tambahan bagi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus 
memperhatikan efek dari proses penggalian tersebut, mereka sadar pekerjaan 
mereka dapat membahayakan dirinya dan lingkungannya namun mereka tak 
memiliki pilihan lain selain pekerjaan mereka dalam membiayai kebutuhan 
keluarga mereka, mereka juga sadar akan resiko tambang pasir illegal hanya saja 
mereka tak memiliki pekerjaan lain selain dari ini mereka memilih pekerjaan 
selain bercocok tanam karena mereka menganggap kurangnya modal yang mereka 
miliki, maka dari itu jika pemerintah melarang kami tentunya mereka 
menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih layak atau bantuan modal usaha yang 
bisa kami kelola untuk mendapatkan penghasilan. 
 Dengan fenomena seperti ini diharapkan kepada pihak pemerintah 
Kecamtan dan Desa yang ada di Tamalatea lebih memperhatikan lagi kegiatan 
masyarakatnya terkait bidang pekerjaan yang mereka jalankan, seperti pekerjaan 
tambang pasir illegal yang bukan hanya membahayakan diri mereka tentunya juga 
dapat berdampak negatif bagi lingkungan terkusus pada masyarakat yang ada di 






kepada masyarakat dalam memberhentikan pekerjaan mereka tanpa ada solusi 
yang mereka dapatkan dalam meninggalkan bidang pekerjaan mereka dibidang 
tambang pasir ilega menuju pekerjaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Desa 
itu sendiri. 
Eksploitasi merupakan salah satu dampak dari industrialisasi yang terjadi. 
Hal ini merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi  yang merubah 
sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 
Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana 
masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin 
beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. 
Industrialisasi adalah bagian dari  proses modernisasi dimana 32 
 
 Perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan 
inovasi teknologi. Adapun Ayat yang menjelaskan tentang larangan membuat 
kerusakan di muka bumi yang terdapat pada surah Al A’raf/07 : 56  
 Dَ[َۡB ٱۡ َۡرِض ­ِd وْاDُAِSُۡ« gَوَ َو HَeFِ َٰmÏِۡإ ُIهُ ٱۡدZ َ¶ َ?َوَطHdZۡ ½َ?َ:ۡ;ََّTِإHۚ[ً
 >َ9ِQAِFۡ?ُ<ۡٱ >َ ِّO Íf;َِ ِ َّX٥٦ٱ 
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,  sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.33 
 
Eksploitasi terhadap sumberdaya alam diyakini sebagagai pemahaman 
yang mengatakan bahwa sumberdaya alam merupakan sumber pendapatan yang 
besar apabila dikelolah. Dengan bantuan peralatan yang lebih modern seperti 
pemanfaatan teknologi, diyakini oleh sebagian besar masyarakat dapat 
meningkatkan hasil produksi sehingga pada gilirannya akan berdampak pada 
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peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri. Eksploitasi 
memiliki dampak positif dan dampak negatif, yaitu: 
1. Dampak Positif  
a. Meningkatkan pendapatan masyarakat kegiatan penambangan pasir ini 
memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat 
pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang 
pasir ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka sehingga bisa 
mencukupi kebutuhan hidup mereka.  
b. Membuka lapangan pekerjaan pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi 
seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatanya memperoleh sumber 
pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun pada 
kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang 
menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya 
mendapatkan perkerjaan. Adanya aktivitas pertambangan akan meningkatkan 
pendapatan masyarakat.  
2. Dampak Negatif   
a. Meningkatnya polusi udara, terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan 
kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari 
kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika dilokasi 
tambang tersebut jika berlangsung pada musim kemarau. Dampak kuantitatif 
relatif kecil, hanya disekitar lokasi penggalian dan jalur transportasi yang 






b. Selain polusi udara, dampak negatif yang juga ditimbulkan adalah polusi 
suara. Peningkatan volume kebisingan seringkali munculsebagaiakibat dari 
aktivitas kendaraan operasional tambang serta mesin-mesin yang digunakan 
untuk pengolahan.  
c. Penurunan kualitas air, terjadinya penurunan kualitas air diakibatkan dari  
pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi 
terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan 
bebas ke badan jalan. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi.  
d. Kerusakan infrastruktur jalan juga seringkali ditemukan sebagai akibat 
kendaraan operasional yang seringkali memuat beban berlebih sehingga jalan 
yang seringkali dilalui mengalami kerusakan yang cukup parah. 
e. Aktivitas pengerukan seringkaliberdampak terhadap kerusakan lingkungan 
seperti bencana longsor, banjir,dan lain sebagainya. 
Hal ini sangat sesuai, mengingat kegiatan pertambangan dapat 
menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau 
wilayah.Potensi tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan 
faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik 
pertambangan, pengelolaan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan 
antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-
lain. 34 
Adapun ayat yang melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang 
di jelaskan pada surah Al Qashash/28 : 83 
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 gَ >َf¹َِّmِ< Hَeُm[َ¤َۡT ُاُر ٱۡ ِٓ¶َ;ة َّD<ٱ pَmِۡ«  ُf ُDf;ِ ّZُmIُ وَن gَٱۡ َۡرِض َو ­ِdا 







Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan dibumi. Dan 
kesudahan(yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.35 
 
 
D. Konsep Pemburu Rente (Rent Seeker) 
Dalam kajian ekonomi politik rent seeking merupakan perburuan 
pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di 
dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan 
yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar 
sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Menurutnya, perburuan  rente 
(rent seeking) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan 
mengambil  manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan  dari yang lain dengan 
melakukan manipulasi  pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada 
lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan 
main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi 
aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu 
rente (rent seekers). Praktek berburu  rente ekonomi juga diasosiasikan dengan 
usaha  untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan 
Parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan 
                                                          







bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor 
produk barang yang merupakan bagian  dari praktik perburuan rente ekonomi.36 
Dalam teori ekonomi politik rent seeking, penambangan pasir disini 
merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk                                                         
memperoleh keuntungan dari penambangan pasir ini.Pasir  yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi 
kepentingannya mendapatkan suatu keuntungan. Pengusaha tambang melakukan 
proses penambangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk 
dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari laba yang dihasilkan, sementara 
pemerintah sebagai  pihak yang berwenang disini bermain dalam proses perizinan 
proyek penambangan pasir besi di daerah tersebut, dengan alasan bahwa investasi 
penambangan pasir besi ini akan menambah PAD bagi kas pemerintah. 
Pengertian  rent seeking  dalam teori pilihan publik adalah bisnis untuk 
memperoleh keuntungan dengan modal kekuasaan. Teori pilihan publik juga 
dapat mentranspormasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi kedalam bidang 
politik.Dalam konsep dasar teori klasik, Adam Smith membedakan tiga bentuk 
pendapatan, yaitu keuntungan (profit), upah (wages) dan sewa 
(rents).Berdasarkan konsep ekonomi, laba diperoleh dengan pola investasi modal, 
keahlian dan berbagai investasi sumber daya yang mengandung resiko 
kerugian.Sementara upah merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh karena 
seseorang bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya.Sedangkan sewa 
atau rente merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh dari sewa atas modal 
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(uang, mesin, rumah, dan lain-lain) yang merupakan hak milik sendiri. Sedangkan 
dalam konsep politik, pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan 
pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta  lebih efisien 
dibanding pemerintah.Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 
membuktikan betapa swasta Indonesia ternyata lebih rapuh dibanding pemerintah 
Berbagai praktek konspirasi antara pengusaha dan penguasa tumbuh subur 
terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan 
ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi demi 
kepentingan nasional, padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi 
menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal inilah yang menyebabkan 
timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan  ekonomi.Gejala konspirasi di 
antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan 
istilah perilaku perburuan rente (rent seeking behaviour).37 
Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor produk barang yang 
merupakan bagian  dari praktik perburuan rente ekonomi.38 Dalam teori ekonomi 
politik rent seeking, penambangan pasir besi disini merupakan usaha yang 
dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk memperoleh keuntungan 
dari penambangan pasir besi ini. Pasir yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 
dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi kepentingannya 
mendapatkan suatu keuntungan. 
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Dalam proses penambangan pasir di Desa Tamalate ada masyarakat yang  
di untungkan akan tetapi lebih banyak yang di rugikan. Bagi yang bekerja disana 
menurut mereka penambangan tersebut membawa rezeki bagi mereka akan tetapi 
masih ada warga yang merasakan dampak dari penambangan tersebut, khususnya 
masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang. Praktek rent seeking  ini 
merupakan akar dari munculnya kurangnya lapangan pekerjaan sedangkan 
kebutuhan ekonomi masyarakat semakin tinggi sehingga mereka lebih memilih 
pekerjaan tambang pasir secara ilegal dibanding bertani, mereka berpikir jika 
mereka bertani butuh modal awal sedangkan mereka lebih memilih pekerjaan 
tambang demi mendapat penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari 
mereka, mereka juga memahami dampak dan resiko atas pekerjaan mereka 
bahkan berulang-ulang kali diberi teguran dan nasehat oleh pemerintah desa 
namun alasan mereka hanya bidang pekerjaan inilah yang mampu membiayayai 
sekolah anak saya dan kebutuhan meraka dengan melihat fenomena seperti ini 
maka kebijakan pemerintah sangat diperlukan terutama menyediakan lapangan 
pekerjaan atau bantuan modal sehingga bukan hanya teguran akan tetapi ada 
solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk tidak melakukan lagi proses tambang 
pasir golongan C, dimana pola relasi pebisnis yang memburu rente dengan 
pemerintah yang membuat kebijakan, dalam prosesnya banyak menghasilkan 
kesepakatan yang berada di luar struktur lembaga formal. Walaupun sistem politik 
yang lebih terbuka atau demokratis telah dijalankan, namun dengan adanya 
kemudahan atau keterbukaan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam sektor 






E. Kerangka Konseptual 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah 
serta pemerintah desa terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang mencakup 
kepentingan kelompok masyarakat dan kebijakan kolaboratif dengan melibatkan 
pemburu rente yang merupakan akar munculnya tambang pasir ilegal. Peneliti 
bermaksud menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu 
mengkorelasikan fenomena dan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
dengan melihat sebab akibat terjadinya penambang pasir secara ilegal serta 
menilai apakah kebijakan yang telah dilakukan tersebut berdampak terhadap 
efektivitas penertiban pengelolaan tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea 














Terhadap Pengelolaan Sumber Daya 
Alam Terkait Tambang Pasir Ilegal 
Efektivitas Penertiban 
Pengelolaan  Tambang Pasir 
Ilegal 
1. Pemerintah Daerah Gowa 
2. Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan 
1. Kepentingan Kelompok 












A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan tambang pasir ilegal yang mencakup berbagai kepentingan kelompok 
masyarakat serta pemburu rente yang diyakini sebagai akar permasalahan 
munculnya tambang pasir ilegal. 
Lexy J Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 
yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.39 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini adalah Di Kabupaten Gowa tepatnya di 
Kecamatan Manuju Desa Tamalatea. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena 
                                                          







Desa Tamalatea merupakan salah satu desa dengan potensi tambang pasir terbesar 
di Kabupaten Gowa. 
C. Teknik pengumpulan data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis 
secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan, yang di perlukan dalam 
penelitian ini adalah diperoleh data yang valid dan reliabel. Adapun metodel 
pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung di lapangan berkaitan dengan dampak dari 
aktivitas penambangan pasir illegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 
Kabupaten Gowa. 
b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, 
artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan 
wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada 
informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan  yang telah disiapkan 
sebelumnya. 
c. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen 
berupa foto-foto tertentu yang dianggap mendukung. 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data menurut Miles And Huberman adalah penarikan kesimpulan 
dan verfikasi kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementar, dan 






pada tahap pengumpulan data berikutnya.40Tekhnik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 
komponen pokok, menurut Miles dan Huberman ketiga komponen tersebut yaitu : 
a. Reduksi data 
b. Sajian data 
c. Pengumpulan data 
a.Reduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak 
perlu.41 
b. Sajian data  
Sajian data merupakan dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah di pahami.42 
c.  Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data pada bagian ini di kemukakan bahwa, dalam 
penelitian kualitatif ,teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, 
wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan keduanya atau 
triagulasi.43 
Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian 
data.Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
                                                          
 40Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 345 
 41Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. h. 338 
42Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. h. 341 








E. Teknik Penentuan Informan 
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 
sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria 
informan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 
medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 
biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala 
tentang sesuatu yang ditanyakan.  
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 
kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian. 
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan unuk dimintai 
informasi.  
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 
dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 
informasi.  
Informan dalam penelitian ini adalah pejabat di pemerintahan Kabupaten 
Gowa yaitu, Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa, Kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Desa dan Masyarakat Tamalatea 









HASILPENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa secara geografis berada antara utara 120.36,6’ bujur 
timur dari Jakarta dan 50.33,6’ bujur timur dari kutub utara, sedang letak wilayah 
administrasinya antara 120.33,19’ hingga 130.15,17’ bujur timur, letak 
wilayahnya antara 50.5’ hingga 50.34.7’ lintang selatan dari Jakarta. Sebagai 
kabupaten daerah otonom, sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Maros, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 
Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, sebelah selatan berbatasan 
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.  
Berdasarkan wilayah administrasinya Kabupaten Gowa terbagi atas 18 
wilayah Kecamatan, 123 Desa dan 44 Kelurahan dengan luas 1.883, 88 Km2 atau 
3,01% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar wilayah Kabupaten 
Gowa merupakan dataran tinggi yakni sekitar 80,17% dan 19,83% merupakan 
dataran rendah. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya 
sebagai berikut:   






b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan 
Bantaeng.  
c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
d. Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. 
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah 
dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian 
besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Selebihnya 27,74% berupa 
dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni 
Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattalassang, Palangga, Barombong, 
Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Dari total luas 
Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu 
pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 
Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 
sungai.Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang 
yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 
Bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, 
wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat 
potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu 
diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan 






Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah 
membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas ± 2.415 Km2 yang 
dapat menyediakan air irigasi seluas ± 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) 
untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan 
untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. 
Kabupaten Gowa dikenal dengan sebutan Gowa Bersejarah, hal ini 
dikarenakan sejarah Kerajaan Gowa yang berani melawan penjajahan pada saat 
itu, adapun tokoh yang sangat rekenal yaitu Sultan Hasanuddin yang terkenal 
sampai ke negeri Belanda dan mendapat julukan sebagai Ayam Jantan Dari 
Timur.Kabupaten Gowa Beribukota Sungguminasa yang berada dalam 
Kecamatan Somba Opu dan Berbatasan Langsung dengan Kota Makassar yang 
merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Penduduk dan Tenaga Kerja 
a. Penduduk 
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten 
terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten 
Bone.Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat 
sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, 
sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran 
penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi.Hal ini terlihat dari 
kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah 
Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan , Bajeng dan Bajeng 






dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan 
Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, 
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, 
yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% 
penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan 
geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak 
(usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia 
produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah 
penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah 
penduduk di Kabupaten Gowa. 
Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten 
Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% 
perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di 
Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan 
seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya 
ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. 
b. Tenaga Kerja 
Pada tahun 2009, jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) 
di Kabupaten Gowa sebanyak 269.388 orang atau 43,64% dari total penduduk. 
Dari angka tersebut, 243.654 orang atau 90,45% berstatus bekerja, dengan kata 
lain 9,55% dari usia kerja masih menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Dari 
jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang bekerja, sebagian besar (46,34%) 






perikanan. Selain itu, sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki 
pendidikan tertinggi tamat sekolah dasar (22,38%). 
3. Keadaan Perekonomian 
a. Struktur Ekonomi Kabupaten Gowa 
Struktur perekonomian pada suatu wilayah digambarkan oleh besarnya 
peranan dari besarnya masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan total 
pendapatan.Daerah yang perekonomiannya bisa disebut sudah maju atau mapan 
apabila struktur ekonominya didominasi oleh sektor tersier yang salah satunya 
yaitu sektor industri pengolahan. Struktur ekonomi di Kabupaten Gowa yang 
paling besar kontribusinya yaitu masih mengandalkan sektor Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbangkan 32.01 persen terhadap 
pendapatan Kabupaten Gowa. Sementara sektor industri pengolahan di Kabupaten 
Gowa hanya menyumbangkan sebanyak 6,42 persen terhadap pendapatan 
Kabupaten Gowa. Meskipun sektor industri di kabupaten gowa masih belum 
memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Kabupaten Gowa, tetapi 
dengan setiap tahun yang selalu mengalami pertumbuhan maka diharapkan 
kedepannya bisa menjadi sektor unggulan di Kabupaten Gowa.Dengan masih 
mengandalkan sektor pertanian maka Kabupaten gowa belum bisa dikatakan 
mapan dalam kondisi perekonomian. 
b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa 
Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu 
daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 






merangsang berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. 
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa pada tahun 2014 sebesar 6,94 persen, 
menurun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 9,44 persen. Penurunan 
pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan lapangan 
usaha konstruksi dari 28,29 pesen pada tahun 2013 menjadi 4,47 persen pada 
tahun 2014. Lapangan usaha konstruksi merupakan sektor yang memiliki 
kontribusi terbesar ketiga bagi pertumbuhan ekonomi  yaitu 10,5 persen. 
Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Gowa sejak tahun 2011 memiliki trend 
yang semakin mennurun. Penurunan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Gowa lebih tinggi dibandingkan 
dengan pertumbuhan ekonominya.  
B. Kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah terhadap tambang pasir 
illegal di Desa Tamalatea Kecematan Manuju Kabupaten Gowa. 
Perlindungan dalam pengelolaan pertambangan, dalam hal ini pencegahan 
beredarnya tambang pasir ilegal di kabupaten Gowa, oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Gowa dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 
kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah 
kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan adalah pemberian Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), melakukan pembinaan, 
melakukan penyelesaian konflik di masyarakat, serta melakukan pengawasan 






Pemerintah daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan bersama bapak Muchlis selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa 
pada tanggal 5 April 2019 mengungkap bahwa:  
“terkait regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan 
khususnya yang terkait dengan pencegahan beredarnya tambang pasir 
ilegal, mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan. Dalam Undang-Undang tersebut di atur sedemikian rupa 
segala macam ketentuan serta tahapan di dalam pengelolaan 
pertambangan, dimulai dari pengelompokan usaha pertambangan, izin 
usaha pertambangan, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, 
sampai pada sanksi tegas serta ketentuan pidana bagi kelompok 
masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan ilegal dalam arti 
aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan”.44 
Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rasyid selaku Inspektur 
Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi 
Selatan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 April 2019, 
yang mengungkap bahwa: 
“tidak ada peraturan daerah yang terkait dengan pencegahan beredarnya 
tambang ilegal yang ada di provinsi Sulawesi Selatan termasuk yang ada 
di Kabupaten Gowa. Semua pengelolaan pertambangan termasuk 
pencegahan beredarnya tambang pasir ilegal diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (mineral dan batubara), 
                                                          






disitu dijelaskan pembinaan, pengawasan, perlindungan, penyidikan, serta 
penindakan dalam pengelolaan pertambangan. Jadi pemerintah daerah 
kabupaten/kota tidak lagi mengeluarkan produk peraturan daerah terkait 
pencegahan beredarnya tambang ilegal, akan tetapi hanya mengeluarkan 
rekomendasi atau tanda persetujuan untuk pengelolaan pertambangan”.45 
Usaha pertambangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk, Izin Usaha Pertambangan 
(IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK). Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahapan, pertama IUP 
Eksplorasi dan studi kelayakan, dan kedua IUP Eksplorasi Produksi yang meliputi 
kegiatan konstruksi, penambangan., pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh, bupati/walikota apabila 
berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, gubernur apabila berada pada lintas 
wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi 
dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
menteri apabila berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setepat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. IUP eksplorasi untuk pertambangan 
bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 
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mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. IUP eksplorasi untuk 
pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 
IUP produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. IUP operasi produksi untuk pertambangan 
mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) 
tahun. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis 
tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10(sepuluh) tahun. IUP Operasi 
Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan daiarn jangka waktu paling 
lama 5 (Iima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali maslng-masing 5 (lima) 
tahun. IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling larna 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 
Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah IUP 
dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua 
puluh lima ribu) hektare. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi 
mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan 






dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan peildapat dari 
pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi wilayah IUP 
dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) 
hektare. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan 
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya 
berbeda. Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan serelah 
mempertimbangkan pendapar dari pemegang IUP pertama. Pemegang IUP 
Eksplorasi Batubara diberi wilayah IUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima 
ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. Pada wilayah 
yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak 
lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Pemberian 
IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan 
pendapat dari pemegang IUP pertama. 
Selain mengatur jangka waktu dan luas wilayah yang diberikan untuk IUP 
eksplorasi dan produksi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengatur 
tentang penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu,  Kegiatan 
usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk 
melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muchlis selaku Sekertaris 
Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 5 April 2019 mengungkap bahwa:  
“ada pembagian zona, pelarangannya yaitu kalau sepanjang sungai 






konstruksi bendungan. Jadi dari arah desa bili’-bili’ ke arah sini tidak 
boleh ada penambangan, yang boleh kalau di atasnya bendungan. Dan itu 
kelompok masyarakat dijelaskan pada saat izin usaha pertambangan di 
Provinsi di keluarkan”.46 
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pertambangan 
Perekonomian Daerah Kabupaten Gowa selain di topang oleh sektor 
pertanian, sebetulnya juga didukung oleh keberadaan sektor pertambangan yang 
memiliki kontribusi yang cukup dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Gowa. 
Aktivitas pertambangan memiliki manfaat langsung terhadap peningkatan 
pendapatan masyarakat yang ataupun pendapatan pemerintah melalui peningkatan 
Pendapatan Asli daerah (PAD).  
Meningkatnya aktifitas pertambangan pasir illegal di Kabupaten Gowa di 
pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan pihak yang ingin 
menguntungkan dirinya sendiri serta faktor minimnya lapangan pekerjaan yang 
terdapat di Kabupaten Belitung saat ini. Dengan pertumbuhan penduduk yang 
semakin meningkat dan lapangan pekerjaan yang tidak bertambah membuat 
masyarakat memutuskan untuk bekerja sebagai pelaku tambang. 
Dewasa ini, keberadaan pertambangan pasir illegal yang terdapat di 
Kabupaten Gowa banyak tersebar khususnya di kecamatan Manuju Desa 
Tamalatea. Seperti yang dikatakan Bapak Rasyid pada tanggal 10 April bahwa:  
                                                          






“kegiatan pertambangan di Kabupaten Gowa telah berlangsung lama dan 
banyak tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, termasuk 
yang di Kecamatan Manuju Desa Tamalatea”.47 
Melihat persebaran pertambangan illegal khususnya terkait pertambangan 
pasir ilegal membuat pemerintah Kabupaten Gowa melakukan koordinasi ke 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini dinas energi dan sumberdaya 
mineral Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait 
pertambangan pasir illegal yang ada di Kecamatan Manuju Desa Tamalatea.  
Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muchlis selaku Sekertaris 
Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 5 April 2019 mengungkap bahwa:  
“kebijakan yang terkait dengan pencegahan beredarnya tambang pasir 
ilegal dikeluarkan oleh Provinsi dalam hal ini dinas energi dan sumber 
daya mineral, karena dinas ESDM sudah tidak ada di sini, sudah ditarik 
ke Provinsi, kewenangan kami selaku pemerintah daerah adalah 
melakukan koordinasi dengan dinas ESDM di Provinsi, karena 
pemerintah daerah adalah bagian dari tim yang dibentuk untuk 
pengawasan”.48 
Pernyataan Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa di perkuat oleh pernyataan 
Bapak Arysandy selaku Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Gowa, berdasarkan 
wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 April 2019, mengungkapkan bahwa: 
“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi dalam hal ini dinas energi dan 
sumberdaya mineral adalah membuat TIMSUS (Tim Khusus) untuk 
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tambang 
pasir ilegal, tim tersebut adalah gabungan dari beberapa pihak seperti 
dari pemerintah daerah itu sendiri, dinas ESDM, Satpol PP, Kepolisian, 
bahkan sampai pada Kepala Desa”.49 
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah meningkatkan pengelolaan 
sumber daya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas 
pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah diwujudkan dengan arah kebijakan 
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan 
menggunakan kaidah- kaidah pertambangan yang baik dan benar. 
Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah daerah agar Dinas 
Pertambangan dan Energi membentuk sebuah solusi agar permasalahan 
pertambangan di Kabupaten Gowa selesai. Dalam hal yang di lakukan untuk 
mencapai sasaran dari kebijakan tersebut di tempuh oleh Dinas Pertambangan dan 
Energi dengan dua program antara lain: 
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan  
Usaha pertambangan pasir pada dasarnya sudah ada sejak lama dan 
berlangsung terus menerus hingga saat ini. Awalnya, untuk wilayah Kabupaten 
Gowa pertambangan pasir hanya bisa dilakukan oleh dua perusahaan yang 
memiliki izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan dahulu hanya di 
keluarkan oleh pemerintah pusat dan hanya mengeluarkan dua izin yaitu untuk 
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. 
                                                          






Di Kabupaten Gowa, ketika izin usaha pertambangan hanya milik BUMN, 
maka yang berhak atas pengelolaan pertambangan adalah BUMN itu sendiri dan 
masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah 
manapun tanpa seizin perusahaan tersebut. Perusahaan swasta yang ingin 
melakukan usaha pertambangan pun tidak mempunyai izin pada saat itu karena 
ketika akan melakukan perizinan harus melalui pemerintah pusat. 
Setelah sistem desentralisasi mulai berlaku, kewenangan pusat untuk 
mengatur tentang pengelolaan pertambangan dilimpahkan sepenuhnya ke daerah 
dalam hal ini yang mempunyai wewenang adalah Dinas Energi dan Sumberdaya 
Mineral Kabupaten Gowa, yang kemudian diambil alih pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, sehingga dinas Energi dan Sumberdaya Mineral di kabupaten 
Gowa sudah tidak ada lagi dan dikembalikan pada Dinas Energi dan Sumberdaya 
Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan berlakunya sistem desentralisasi, 
daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada 
perusahaan ataupun perorangan yang akan melakukan usaha pertambangan. 
Dampak dari berlakunya sistem desentralisasi menyebabkan keberadaan timah 
tidak menjadi barang strategis lagi karena sejak saat itu masyarakat dapat 
melakukan kegiatan pertambangan dan hal itu menjadi awal munculnya 
pertambangan illegal di Kabupaten Gowa. Berikut merupakan gambar yang 
menunjukan aktifitas pertambangan di Kabupaten Gowa, khususnya yang ada di 









Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 
 
 Sumber: Observasi Peneliti 
Jika dicermati, gambar diatas menunjukan bahwa aktivitas pertambangan 
di Kecamatan Manuju tepatnya di Desa Tamalatea masih beroperasi sampai saat 
ini, hal tersebut ditandai sejumlah kendaraan operasional yang mendukung 
kegiatan pertambangan masih beroperasi dan terlihat beberapa bekerja tambang 
masih melakukan aktivitas pertambangan. Hal tersebut memberikan indikasi 
bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh para pelaku tambang tidak 
memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aktivitas pertambangan 
yang terjadi seperti yang tertera di gambar juga dipastikan bahwa itu adalah illegal 
karena mereka melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya surat izin dari 
pemerintah daerah. 
Wewenang yang telah diberikan sepenuhnya oleh pusat ke daerah 
membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal pengelolaan 






memperhatikan kaidah yang telah diterapkan sebelumnya. hasil wawancara 
dengan Bapak Rasyid selaku Inpektur Pertambangan mengungkapkan bahwa: 
“adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, maka kami harus menjalankan kebijakan 
tersebut. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan 
khususnya pencegahan beredarnya tambang pasir ilegal dilakukan 
dengan membentuk tim khusus atau tim terpadu yang melibatkan para 
stakeholder yang terdiri dari Kapolres, Satpol PP, Kepala Desa, dan 
Dinas ESDM”.50 
Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Dinas pertambangan dan Energi 
yang menjadi stakeholder utama yang bertanggungjawab bekerja sama dengan 
stakeholder lain seperti pihak kecamatan dan pihak penegak hukum yaitu satuan 
polisi pamong praja. Kerjasama yang dilakukan dilakukan agar kebijakan dapat 
efektif dijalankan. Lebih lanjut Bapak Rasyid mengungkap bahwa: 
“kalau ada laporan terkait adanya tambang liar, maka kita dari Tim akan 
turun kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Jadi 
tambang liar ini kalau dikembalikan ke aturan dianggap semacam tindak 
kriminal atau pelanggaran. Nah kami disini bertugas untuk menertibkan 
pelanggarannya. jadi kami melakukan koordinasi untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan biar bisa efektif kerjanya”.51 
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Program pembinaan dan pengawasan dilakukan agar kegiatan 
pertambangan memperhatikan kaidah yang telah ditetapkan. Pembinaan dilakukan 
dengan cara berinteraksi kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan 
pertambangan. Interaksi yang di maksud dilakukan dengan cara memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut juga 
melibatkan pihak kecamatan hingga satuan kerja pamong praja agar masyarakat 
memahami bagaimana untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan benar dan 
paham akan sanksi yang dikenakan ketika masyarakat tersebut melakukan 
pelanggaran kebijakan tersebut. kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah diadakan di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. 
Menurut Bapak Rasyid, kegiatan sosialisasi pada tahun 2018 pernah 
dilakukan di Kantor-Kantor Camat dan di Dinas ESDM. Kegiatan tersebut 
berbentuk forum dimana para pekerja tambang dapat berdiskusi dengan pihak 
Dinas ESDM tentang kegiatan pertambangan tersebut. Sosialisasi juga dilakukan 
dengan mengundang perusahaan pemegang izin juga diundang untuk menghadiri 
kegiatan tersebut bersama dengan masyarakat. 
Pembinaan juga dilakukan kepada perusahaan yang memiliki izin agar 
dapat bekerja sama dengan masyarakat ketika akan melakukan kegiatan 
pertambangan. Kerja sama yang dilakukan adalah dengan membentuk mitra 
dimana masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan yang ingin 
menggunakan lahan diwajibkan mengurus izin eksplorasi kepada perusahaan yang 






perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari pertambangan timah 
dapat diolah dengan baik sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah. 
Bapak Rasyid selaku Inspektur pertambangan di dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa sosialisasi yang di berikan pemerintah 
dalam hal ini berkaitan dengan tata cara melakukan kegiatan pertambangan sesuai 
ketetapan yang berlaku. Pemerintah menjelaskan bagaimana cara bermitra dengan 
perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan sehingga masyarakat dapat 
bekerja dengan aman. Selain itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat 
pekerja tambang dapat memperhatikan keselamatan kerja serta melakukan 
penambangan tetapi juga memperhatikan lingkungan. 
Agar kegiatan pertambangan dapat berwawasan lingkungan, pemerintah 
menghimbau kepada masyarakat pekerja tambang ketika telah selesai melakukan 
kegiatan pertambangan dapat melakukan reklamasi lahan bekas tambang tersebut. 
Dalam pengurusan izin usaha pertambangan juga diwajibkan untuk melakukan 
reklamasi di setiap lahan yang telah selesai dalam kegiatan pertambangan. Untuk 
masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan pemegang izin, maka 
perjanjian tersebut di lakukan oleh kedua belah pihak. 
Sosialisasi memang diperlukan agar kebijakan yang di buat diketahui oleh 
seluruh masyarakat terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan 
bekerja sebagai penambang timah. Untuk mencegah keberadaan pertambangan 
illegal, pemerintah harus bekerja keras mengubah sikap masyarakat untuk taat 
kepada kebijakan yang berlaku. Akan tetapi faktanya keberadaan tembang ilegal 






dilakukan. Menurut Bapak Rasyid, masyarakat sudah memahami akan 
pengelolaan pertambangan berdasarkan aturan yang berlaku, sebagaimana yang 
disampaikan pada saat wawancara: 
“Tahun 2018 kemarin, sudah sering kami lakukan sosialisasi, Cuma 
memang ada beberapa faktor yang menyebabkan tambang liar masih saja 
ada di Kabupaten Gowa, salah satunya adalah susahnya mendapatkan 
izin yang merupakan titik pangkalnya. Kalau kita lihat, rata-rata mereka 
pada dasarnya sudah bermohon, akan tetapi proses perizinan yang 
panjang dan memakan waktu sehingga kebanyakan dari mereka tidak 
melanjutkan proses perizinanya”.52 
c. Faktor yang menyebabkan terjadinya tambang pasir illegal di Desa 
Tamalatea Kecematan Manuju Kabupaten Gowa 
Desa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi 
pertambangan salah satunya adalah Desa Tamalatea Kecamatan Manuju 
Kabupaten Gowa. Desa Manuju merupakan Desa dengan jumlah penghasilan 
tambang galian C yang relatif besar. Pekerjaan menambang pasir secara ilegal 
sudah menjadi pekerjaan beberapa kelompok masyarakat di tengah pertumbuhan 
dan persaingan ekonomi daerah. Aktivitas penambang pasir secara ilegal yang 
masif akan mengakibatkan sejumlah masalah sosial di masyarakat. Fenomena ini 
menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi sosial 
masyarakat, terutama yang berada disekitar wilayah areal perambangan pasir 
secara ilegal. 
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faktor yang mempengaruhi munculnya keberadaan tambang pasir ilegal 
disebabkan karena dua hal, faktor pertama adanya kepentingan kelompok 
masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang ilegal. Hal ini 
yang mengakibatkan banyaknya kelompok masyarakat memilih pekerjaan 
tambang pasir ilegal sebab dengan pekerjaan mereka dianggap mampu 
memberikan biaya tambahan bagi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus 
memperhatikan efek dari proses penggalian tersebut, mereka sadar pekerjaan 
mereka dapat membahayakan dirinya dan lingkungannya namun mereka tak 
memiliki pilihan lain selain pekerjaan mereka dalam membiayai kebutuhan 
keluarga mereka, mereka juga sadar akan resiko tambang pasir illegal hanya saja 
mereka tak memiliki pekerjaan lain selain dari ini mereka memilih pekerjaan 
selain bercocok tanam karena mereka menganggap kurangnya modal yang mereka 
miliki, maka dari itu jika pemerintah melarang tentunya mereka menyediakan 
lapangan pekerjaan yang lebih layak atau bantuan modal usaha yang bisa 
dikelolah untuk mendapatkan penghasilan. Faktor kedua adalah adanya pemburu 
rente, dalam teori ekonomi politik rent seeking, penambangan pasir disini 
merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk 
memperoleh keuntungan dari penambangan pasir ini. Pasir  yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi 
kepentingannya mendapatkan suatu keuntungan. Pengusaha tambang melakukan 
proses penambangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk 
dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari laba yang dihasilkan, sementara 






proyek penambangan pasir besi di daerah tersebut, dengan alasan bahwa investasi 
penambangan pasir besi ini akan menambah PAD bagi kas pemerintah. 
Pertambangan pasir menjadi salah satu alternatif pekerjaan oleh 
masyarakat di Kabupaten Gowa. Hampir semua permukaan tanah yang terdapat di 
Kabupaten Gowa memiliki potensi pertambangan, terutama pertambangan pasir. 
Hal ini membuat masyarakat melakukan kegiatan pertambangan tanpa 
memperhatikan kaidah yang ditetapkan pemerintah.  
Kegiatan pertambangan illegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi 
juga dapat merugikan negara karena hasil pertambangan pasir  yang di dapat dari 
kegiatan pertambangan illegal tidak masuk kedalam kas negara. Pelaku tambang 
ilegal memanfaatkan hasil pertambangan untuk keuntungan individu serta tidak 
memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan itu. Masyarakat yang tidak 
bekerja sebagai pelaku tambang merasakan dampak yang dirasakan dari aktivitas 
tambang illegal. Oleh sebab itu pemerintah memberikan peringatan resmi kepada 
masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan secara illegal tersebut. 
Peran pemerintah adalah melakukan pencegahan untuk mengurangi 
kegiatan pertambangan secara illegal. Bentuk pencegahannya antara lain dengan 
melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku tambang. Pengawasan 
dan penertiban dilakukan dengan bantuan stakeholder lain dalam setiap kegiatan 
pertambangan yang terdapat di Kabupaten Gowa. 
Oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan melakukan 
pengawasan dengan terjun langsung ke titik yang terindikasi sebagai lahan 






kegiatan pertambangan di lahan illegal, pemerintah yang bekerja sama dengan 
satuan polisi pamong praja melakukan kegiatan razia dengan hukuman menyita 
peralatan tambang dan melakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rasyid dalam wawancara 
yang dilakukan: 
“jadi pada umumnya masayarakat yang terkena dampak dari adanya 
kegiatan pertambangan ilegal membuat laporan ke Bupati Kabupaten 
Gowa, selanjutnya Bupati yang teruskan ke Kepala Dinas ESDM, setelah 
itu kita tindak lanjuti berkoordinasi dengan aparat yang terkait untuk 
segera turun kelapangan”.53 
Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini adalah keterbatasan 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi untuk 
melakukan pengawasan sehingga masih ada peningkatan jumlah pertambangan 
illegal disini. Selain itu, ketidakpedulian yang dimiliki oleh masyarakat pekerja 
tambang tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah juga membuat program 
tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Untuk menjalankan sebuah program dan kegiatan tersebut tentunya 
dibutuhkan sumber dana. Sumber dana yang digunakan untuk menjalankan 
kebijakan tersebut sebelumya telah di tetapkan didalam anggaran, sehingga staff 
di dinas ESDM tidak membuat anggaran khusus untuk menjalankan kebijakan 
tersebut. Hal ini dikatakan oleh Bapak Rasyid: 
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“untuk masalah anggaran, pihak kami tidak menyiapkan anggaran 
khusus, karena sudah ditetapkan dalam APBD, jadi dana yang kami 
gunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut seluruhnya bersumber 
dari APBD, tidak ada dana lain yang masuk, jumlah anggarannya sebesar 
25 juta rupiah”.54 
1. Kelompok Masyarakat yang Merasakan Kebijakan Pemerintah 
daerah 
Sasaran utama dibentuk sebuah kebijakan adalah untuk kepentingan 
masyarakat. Kebijakan yang dibuat agar di ketahui oleh masyarakat tentunya 
harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan agar 
masyarakat dapat mengetahui dan menerima apa yang menjadi kebijakan 
pemerintah. 
Sasaran kebijakan terkait dengan mengatasi pertambangan illegal yang 
terdapat di Kabupaten Gowa lebih mengarah kepada masyarakat yang bekerja 
sebagai pelaku tambang. Selain itu kebijakan ini dibuat agar masyarakat yang 
terkena dampak dari adanya pertambangan illegal mengetahui dan merasakan 
perbedaan setelah di berlakukannya kebijakan tersebut. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Bapak Rasyid: 
“salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penambang dari 
kebijakan ini adalah kestabilan harga, biasanya kalau tambang yang tidak 
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memiliki izin, biasanya menjual murah hasil tambangnya. Dengan adanya 
izin yang dimiliki biasanya harga jualnya lebih stabil”.55 
Dinas ESDM sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran untuk 
memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat yang bekerja sebagai 
pelaku tambang untuk mengikuti aturan tentang kegiatan pada saat melakukan 
kegiatan pertambangan. 
Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur 
pertambangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana wawancara 
yang peneliti lakukan kepada tiga responden. Berikut hasil wawancara dengan 
pelaku tambang: 
“kalo mau buka lahan tambang prosedurnya ya harus izin dulu, saya 
paham kalo itu. Kemarin juga saya melalui proses perizinan dulu baru 
bisa nambang, cuman memang proses perizinannya itu rumit dan lama”.56 
Dinas ESDM pada dasarnya telah melakukan kegiatan pencegahan 
terjadinya aktivitas pertambangan illegal di Kabupaten Gowa dengan memberikan 
informasi kepada masyarakat bagaimana tata cara yang harus di lakukan sebelum 
melakukan kegiatan pertambangan, akan tetapi informasi tersebut tidak 
sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat. berikut merupakan kutipan wawancara 
dengan responden lainnya yang dilakukan pada tanggal 12 April 2019: 
“Kebijakan pemerintah untuk pekerja tambang kayaknya tidak ada, tidak 
pernah dengar, penyuluhan tidak ada, cuman asal razia saja. Saya kalo 
ada razia pasti lari sembunyi biar tidak ketahuan. Pemerintah tidak ada 
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solusi untuk pekerja tambang seperti saya, hanya bisa razia saja tanpa 
ada solusi. Jadi bingung bagaimana caranya menambang supaya tidak 
dirazia”.57 
Pendapat lain diutarakan oleh responden lainnya: 
“sudah lama saya bekerja kaya gini, selama itu tidak ada disuruh kumpul 
di kantor desa atau kantor camat buat bahas aturan ini. saya aja tau dari 
keluarga saya, cuman saya malas. Pasti susah izinnya. Daripada izin 
tidak keluar-keluar terus keluarga saya tidak makan, mending saya 
menambang saja”.58 
Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penyuluhan dan 
sosialiasi yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan pada dasarnya telah diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi 
memang yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah proses perizinan yang 
memakan waktu dan rumit. 
Bapak Rasyid pernah menjelaskan bahwa salah satu solusi yang 
ditawarkan untuk masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan pasir 
adalah dengan bermitra dengan perusahaan yang telah memiliki izin usaha 
pertambangan agar yang melakukan kegiatan pertambangan dapat bekerja tanpa 
takut adanya penertiban oleh pihak berwenang. Hal ini juga dapat menekan 
kegiatan pertambangan yang berada di lahan tanpa izin yang berdampak pada 
lingkungan. 
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“masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan 
pertambangan. Itu cara yang ideal karena mereka menambang di areal 
yang telah memiliki izin. Jadi untuk mendapatkan lahan yang berizin 
tinggal koordinasi saja dengan perusahaan tersebut, entah itu milik 
pemerintah ataupun swasta”.59 
Namun informasi yang di pahami oleh Dinas terkait tidak sepenuhnya 
sampai ke masyarakat sehingga kegiatan pertambangan illegal masih belum dapat 
diatasi sepenuhnya. Selain melakukan sosialiasi ke masyarakat pekerja tambang, 
pemerintah juga memberikan informasi terkait program yang dilakukan kepada 
masyarakat yang merasakan dampak dari aktivitas pertambangan illegal. 
Program yang dibentuk oleh Dinas ESDM disambut baik oleh masyarakat 
yang terkena dampak dari pertambangan illegal. Masyarakat berharap ketika 
program tersebut berjalan, tidak ada lagi aktivitas pertambangan illegal yang 
terdapat di Kabupaten Gowa Khususnya di desa Tamalatea Kecamatan Manuju. 
Berikut merupakan kutipan tokoh masyarakat terkait kebijakan tentang 
permasalahan pertambangan illegal: 
“bagus kalau ada kebijakan seperti itu, saya dukung 100% soalnya bisa 
mengurangi aktivitas tambang illegal yang ada di sekitar sini. Semoga 
dengan ini mereka bisa ikut aturan main yang sudah ada. Kalo bisa 
pelaku yang terkena razia dihukum biar jera”.60 
Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa: 
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“saya juga setuju  dengan kebijakan itu, biar mengurangi aktivitas 
tambang illegal. Sudah banyak kerusakan lingkungan disini, longsor 
banjir, harus dihentikan takutnya masalah kerusakan lingkungan tambah 
parah dan meluas”.61 
Dari kedua wawancara yang peneliti lakukan kepada tokoh masyarakat, 
respon yang didapatkan adalah mereka menerima setiap keputusan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pertambangan illegal, dan 
mereka menginginkan dengan adanya program tersebut dapat mengurangi jumlah 
tambang illegal di Kabupaten Gowa. 
2. Manfaat Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi 
Pertambangan Ilegal 
Sasaran yang di utamakan dari sebuah kebijakan adalah kepuasan 
masyarakat terhadap hasil dari kebijakan tersebut. kebijakan yang dibuat untuk 
mengatasi pertambangan illegal ini memiliki tujuan untuk mengurangi intensitas 
jumlah kegiatan pertambangan illegal di Kabupaten Gowa. Kebijakan tersebut 
mempunyai manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat pekerja tambang serta 
masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan. 
Bapak Rasyid mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
memiliki manfaat utama yaitu agar kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat 
memperhatikan dampak lingkungan. Selain itu pula, dengan adanya kebijakan 
tersebut memberikan ruang untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatan 
                                                          






pertambangan secara aman dan nyaman. Hasil yang didapatkan pun akanmemiliki 
harga jual yang lebih tinggi karena diolah oleh perusahaan yang memiliki izin. 
“kebijakan ini pasti memiliki manfaat, kalau tambang illegal berkurang 
paling tidak daerah tidak akan mengalami kerugian lagi seperti yang 
sebelumnya, hasil tambang akan di olah secara legal kan, masyarakat ikut 
rasain dampaknya”.62 
Dengan adanya kebijakan tersebut, stakeholder terkait hingga masyarakat 
berharap agar kegiatan pertambangan illegal dapat berhenti seutuhnya dan apabila 
akan melakukan kegiatan pertambangan, lakukan dengan aturan yang telah di 
tetapkan pemerintah. 
3. Unsur Pelaksana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi 
Pertambangan Ilegal 
Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan apakah 
program yang dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketersediaan sumber 
daya manusia menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan atau 
program yang akan dijalankan. Dinas ESDM selaku pelaksana kebijakan dibidang 
pertambangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk 
melakukan pengawasan di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa. 
Hal ini di lakukan agar program yang di bentuk oleh dinas dapat efektif 
dilaksanakan. 
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“sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap tambang 
ilegal saya kira sudah cukup memadai, ditambah lagi dengan adanya tim 
gabungan yang dibentuk”.63 
Selain sumber daya manusia yang menjadi pendorong keberhasilan 
kebijakan, ketersediaan fasilitas yang memadai juga membuat kebijakan lebih 
efektif dilaksanakan. Dinas ESDM selaku pelaksana kebijakan telah di berikan 
sarana penunjang agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan meskipun diakui bapak Rasyid bahwa fasilitas yang terdapat di Dinas 
ESDM dirasa kurang mencukupi sehingga staff tidak bisa bekerja secara optimal 
karena keterbatasan sarana tersebut.  
“Ketersediaan kendaraan operasional masih minim, sehingga 
menghambat dalam melakukan pengawasan di berbagai daerah. Selain 
itu, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 
pengawasan masih minim”. 
4. Standar Baku yang Digunakan Dinas ESDM Dalam Melaksanakan 
Kebijakan 
Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya harus memiliki prosedur 
baku agar lebih mudah untuk para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. 
Prosedur baku tersebut dikenal dengan sebutan standar operational procedure 
atau yang biasa di sebut dengan SOP. Pembentukan standar operational 
procedure atau SOP bertujuan agar para pelaksana dalam melakukan tugasnya 
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berlandaskan isi SOP yang telah di tetapkan. Agar hasil yang didapatkan dari 
kebijakan tersebut ingin berhasil, maka isi SOP harus sesuai pula.  
Dinas ESDM dalam hal ini juga memiliki standar operational procedure 
yang menjadi panduan pelaksanaan tugas yang diberikan dalam mengatasi 
pertambangan illegal. Isi dari SOP tersebut diakui staff ESDM sudah sangat jelas 


























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peraturan Daerah Terkait Pencegahan Beredarnya Tambang Pasir Ilegal: 
Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan pemerintah daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah baik 
pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan 
pertambangan adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR), melakukan pembinaan, melakukan penyelesaian 
konflik di masyarakat, serta melakukan pengawasan usaha pertambangan di 
wilayah kabupaten/kota. 
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Beredarnya Tambang Pasir 
Ilegal: 
Pemerintah daerah melakukan program terkait pencegahan 
pertambangan illegal yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang 
pertambangan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi 








Pencegahan beredarnya tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea 
Kecamatan Manuju akan efektif jika: 
1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pertambangan 
illegal yang menghasilkan program kerja yang dibentuk oleh Dinas ESDM 
harus lebih maksimal dalam pelaksanaannya.  
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Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa, 
Bapak Muchlis 
 
Wawancara dengan Bapak Sekda Kab. Gowa Bapak Muchlis 
 






Gambar 2. Wawancara Dengan Inspektur Pertambangan Dinas Energi , 
Sumberdaya, dan Mineral (ESDM) Bapak Rasyid 
 
 
Foto Bersama Dengan Bpak Rasyid Selaku Inspektur Pertambangan Dinas 








Gambar 3. Wawancara Dengan Masyarakat Pekerja Tambang Pasir Bapak 
Dg. Baso, Bapak Dg. Tompo, dan Bapak Dg. Umar 
 
Gambar 3. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tamalatea Ibu 








POTRET PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA TAMALATEA 
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Foto Wawancara dengan buruh tambang bapak dg. Baso 
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